
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 53 Tahun 2Ot7 telah ditetapkan tugas, fungsi, uraian

tugas dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Sumatera Utara;

bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur

tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian TUgas dan Tata

Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahrun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9a\

Mengingat : 1.

b.

c.

2.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tarrrbahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot6 Nomor 1 1a);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 32);

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor

39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN

TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

3.

4.

5.

6.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut a?as otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.

6. sekrertaris Daerah adalah sekretaris Daerah provinsi

Sumatera Utara.

7. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi

Sumatera Utara.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan

fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki
keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan

tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagran Kesatu

Dinas

Pasal 2

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintah daerah/ke\Menarlgan

provinsi, di bidang kebijakan teknis Industri l,ogam, Mesin,

Elektronika dan Aneka (ILMEA), Industri Kimia, Agro, Hasil

Hutan (IKAHH), Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan

Luar Negeri, Pembinaan Ketatausahaan serta Jabatan

Fungsional dan T\rgas Pembantuan.

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan
pendaftaran perusahaan sarana distribusi perdagangan,

stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang

penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan

perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan perencanaa.n pembangunan

industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan
pendaftaran perusahaan sarana distribusi perdagangan,

stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang

penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan

perlindungan konsumen sesuai dengan tingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan

pembangunan industri, sistem informasi industri
nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana

distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang

kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan

ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen sesuai

dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan

industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan

pendaftaran perusahaan sara.na distribusi perdagangan,



stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang

penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan

perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya.

(3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai

tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, arahan, birnbingan kepada

pegawai di lingkungan Dinas;

b. menyelenggarakan penetapan analisa bahan/data di

bidang perindustrian dan perdagangan;

c. menyelenggarakan penetapan penyusunan perencanaan

dan program kegiatan Dinas di Bidang Perindustrian dan

Perdagangan;

d. menyelenggarakan penetapan pen5rusunan standar,

nofina dan kriteria dalam penyelenggaraan perindustrian

dan perdagangan;

e. menyelenggarakan pengkajian atas urusan perindustrian

dan perdagangan;

f. rnenyelenggarakan penetapan kebijakan umum di bidang

Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Industri

Kimia, Agro, Hasil Hutan Perdagangan Dalam Negeri dan

Luar Negeri;

g. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan

pengendalian program, industri, perdagangan Dalam

Negeri dan Luar Negeri;

h. menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi di bidang

perindustrian dan perdagangan;

i. menyelenggarakan bimbingan kerja sama antar lembaga

di Bidang Pengembangan Peningkatan Perindustrian dan

Perdagangan sesuai ketentuan perundang - undangan;
j. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan

ketataus ahaan / administrasi di lingkungan Dinas;

k. menyelenggarakan identilikasi penyelenggaraan urusan
perindustrian dan perdagangan lokal dan internal;

l. menyelenggarakan penetapan inventarisasi permasalahan

perindustrian dan perdagangan;

m. menyelenggarakan verifikasi urusan perindustrian dan

perdagangan;



n. menyelenggarakan penataan, pembinaan dan

pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis;

o. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi terhadap

Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraarl urusan

perindustrian dan perdagangan lintas Kabupaten/Kota;

p. menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan

partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan

swasta dalam pengelolaan perindustrian dan

perdagangan;

q. menyelenggarakan penetapan pertimbangan pemberian

rekomendasi di bidang perindustrian dan perdagangan;

r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

s. menyelenggarakan pemberian sarzut masukan yang perlu

kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;

t. menyelenggarakan penetapan pelaporan dan

pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang

ditetapkan.

l4l Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3),

Kepala Dinas dibantu :

a. Sekretariat;

b. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;

c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

e. Bidang Perdagangan Luar Negeri;

f. UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Medan, wilayah kerja Medan, Binjai, Tebing

Tinggi, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan

berkedudukan di Medan;

g. UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Siantar, wilayah kerja Pematangsiantar,

Simalungun, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Tapanuli

Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan

Samosir, dan berkedudukan di Pematangsiantar;



h. UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindr.Lstrian dan

Perdagangan Kisaran, wilayah kerja Tanjung Balai,

Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara,

Labuhan Batu Selatan, dan berkedudukan di Kisaran;

UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Sibolga, wilayah kerja Sibolga, Gunung

Sitoli, Padangsidempuan, Tapanuli Tengah, Mandailing

Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli

Selatan, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, dan

berkedudukan di Sibolga;

UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, wilayah

kerja Provinsi Sumatera Utara dan berkedudukan di

Medan;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam penyelenggaraa,n urusan koordinasi, pelaksanaan dan

pemberian dukungan administrasi, keuangan dan program

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pengkoordinasian pen5rusunan dan

pelaporan Dinas;

b. penyelenggaraan pengkoordinasian dengan kepala

bidang terkait untuk penyusunan konsep perencanaan

jangka pendek, menengah dan panjang;

c. penyelenggaraan pengkoordinasian dan penyampaian

DPA dan RKA Dinas;

d. penyelenggaraan pen5rusunan program urusan umum,

keuangan, kepegawaian, hukum dan organisasi Dinas;

J.

k.

(u

(2|



e. penyelenggaraan perencarlaan kebutuhan barang unit

dan kebutuhan administratif dinas serta penyempurnaan

serta manajemen administrasi sesuai ketentuan dan

standar yang ditetapkan;

f. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan

peningkatan pendayagunaan pegawai sesuai ketentuan

dan standar yang ditetaPkan;

g. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan

pengurusan pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai

ketentuan dan standar yang ditetapkan.

(3) Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, pengarahan dan

bimbingan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;

b. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas lingkup

Sekretariat;

c. menyelenggarakan pen5rusunan koordinasi rencana

program kerja Sekretariat, Bidang-Bidang dan Unit

Pelaksana Teknis;

d. menyelenggarakan pengkajian

perencanaan dan program Dinas;

e. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program

kesekretariatan;

f. menyelenggarakan pengelolaan, penataan pembinaan

dan pengendalian administrasi umum/ketatausahaan

administrasi aset, administrasi kepegawaian dan

administrasi keuangan;

g. menyelenggarakan penyusunan perencanaarl strategis,

rencana anggaran belanja, bahan Kebijakan Umum

Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara,

Rencana Kerja Anggaran Dinas sesuai ketentuan

peraturan perundang - undangan;

h. menyelenggarakan pengkoordinasian pen)rusunan

Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

Laporan Keterangan Pertanggungiawaban {LKPJ) dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Dinas sesuai standar yang ditetapkan;

dan koordinasr



1.

j.
menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan Dinas ;

menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah

Dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;

menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan

pelayanan minimal sesuai standar yang ditetapkan;

menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan,

pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkap an / peraJatan kantor;

menyelenggarakan pen5rusunan bahan rancangan

pendokumentasian peraturan perundang-undangan,

pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungalr.

masyarakat;

merryelenggarakan pengendalian pengaturan kebersihan,

keindahan dan keamanan kantor;

menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan

jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis sesuai

standar yang ditetapkan;

menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi,

monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas

dan Unit Pelaksana Teknis;

menyelenggarakan penilaian atas prestasi kerja bawahan

dengan membuat catatan d.alam buku penilaian sebagai

bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP bawahan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi hubungan

kerja sarna antar instansi terkait;

menyelenggarakan pendistribusian dan pengkoordinasian

surat - surat;

menyelenggarakan dan memfasilitasi rapat*rapat dinas

dan internal Dinas;

menyelenggarakan pemilihan dan pengawasan

perlengkapan/peralatan/aset milik Dinas sesuai

ketentuan peraturan perundang*undangan;

menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

k.

t.

n.

o.

p-

tt.

v.

q.

r.

S.

w.
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x. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas.

(41 Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {21 dan ayat (3),

Sekretaris dibantu :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas Kerja dan Informasi

Publik.

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada

Pegawai pada lingkup Sub Bogian Umurn dan

Kepegawaian;

b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja
Sekretariat dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. melaksanakan pengumpulan, penghimpunan data/bahan

dan refensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan

fungsi Sekretariat;

d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan

dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas;

e. melaksanakan pen5rusunan bahan rancangan dan

pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

f. rnelaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan,

pendistribusian surat-surat, naskah dinas dan arsip;

g. melaksanakan pen5rusunan dan pengolahan data

kepegawaian;

h. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan
pangkat dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan

pemberian penghargaan, serta tugas/rzin belajar,

pendidikan dan pelatihan kepemimpinanlstruktural,
fungsional dan teknis sesuai ketentuan peraturan

perundang * undangan;
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j.

i. melaksanakan pengr.rsr.dan gaji berkala dan peningkatan

kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkr.lngan Dinas

dan Unit Pelaksana Teknis;

t.

melaksanakan penJrusunan bahan pembinaan disiplin,

pengembangan karir, mutasi dan pemberhentian pegawai;

melaksanakan pengelolaan tertib administrasi umum dan

kepegawaian dan melaksanakan koordinasi dengan

bidang terkait serta memberikan dukungan teknis

administrasi terhadap bidang terkait serta unit kerja

lainnya;

melaksanakan pemeliharaan/perawatan lingkungan

kantor, gedung/banguna.n, kendaraan dinas,

perlengkapan/aset/inventaris kantor, serta ketertiban,

keindahan, keamanan dan kenyamanan pelayanan

kantor;

melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan aset,

perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan tidak

bergerak pada Dinas;

melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala

terhadap situasi kondisi aset Dinas dan Unit Pelaksana

Teknis;

melaksanakan upaya-upaya pencegahan kondisi

perlengkapwr/aset/inventaris Dinas dari potensi

kerusakan yang lebih parah, kehilangan dan tindakan

kriminal;

melaksanakan urusan keprotokolan, penyiapan rapat-

rapat, penyiapan upacara dan acaxa-acara protokoler

lainnya;

melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan

rninimal, pengaturan keamanan, kenyamanafi, perawatan

dan pemeliharaan rumah tangga Dinas;

r. melaksanakan penggandaan naskah dinas sesual

kebutuhan yang diperlukan;

melaksanakan pengoreksian dan penyerasian ketikan

naskah dinas;

melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kearsipan

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;

k.

m.

n.

o.

p.

q.

s.
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u. melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan kebij akan ;

v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya;

x. melaksanakan pemberian saran masukan yang perlu

kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

y. melaksanakan pelaporan pertanggungiawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

(21 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada Pegawai pada lingkup Sub Bagian Keuangan;

b. melaksanakan pen5rusunan perencanaarl dan program

kegiatan Sub Bagian Keuangan;

c. melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan

pengendalian administrasi anggaran belanja;

d. melaksanakan verifikasi keuangan;

e. melaksanakan penJrusunan bahan dan penyiapan

anggaran dinas;

f. melaksanakan pengadministrasi dan pembukuan

keuangan dinas;

g. melaksanakan pen1rusunan daftar gaji dan tunjangan;

h. melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;

i. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan

pengelolaan teknis administrasi keuangan;

j. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan

tambahan lainnya;

k. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan

belanja tidak langsung Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;

l. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan

penyiapan bahan pertanggungiawaban keuangan;

m. melasanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan

evaluasi data tindak lanjut atas temuan aparat

pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat;
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n. melaksanakan pengintegrasian sistem teknologr

informasi keuangan dan pengelolaan aset dalam

penanganan urusan sub bagiannya;

o. melaksanakan koordinasi pen1rusunan bahan evaluasi

dan pelaporan administrasi keuangan;

p. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan

dinas pegawai;

q. melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan

keuangan;

r. melaksanakan pen]rusunan bahan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan kebijakan;

s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

u. melaksanakan pemberian saran dan masukan yang

perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

v. melaksanakan pelaporan pertanggungiawaban atas

pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan.

(3) Kepala Sub Bagran Program, Akuntabilitas Kerja dan

Informasi Publik mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada Pegawai pada lingkup Sub Bagian Program;

b. melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan

pengolahan datalbahan dalam bidang urusan Program,

Akuntabilitas Kerja dan Informasi Publik;

c. melaksanakan pen5rusunan perencanaan tahunan dan

perencanaan jangka menengah, Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan

Pertanggungiawaban (LKPJ) dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;

d. melaksanakan pen5rusunan perencanaan jangka

menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi

pen5rusunan program, anggaran, penyediaan data,

informasi dan mensinkronisasikan perencanaan
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e.

KabupatenlKota terhadap perencanaan tingkat Provinsi

dalam penanganan urusan sub bagiannya;

melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,

pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan

penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan

pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata

laksana, standar, Standar Operasional Prosedur (SOP),

kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, noffna, kriteria

ataupun ketentuan lainnya dalam penangElnan urusan

sub bagiannya;

melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan

dan informasi publik;

melaksanakan pen5rusuncm, perryempurrraan dan

pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis

rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata

hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub

bagiannya;

melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi

informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya;

melaksanakan koordinasi pen5rusunan rencana kerja

Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis;

melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan

program Bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis;

melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring

dan evaluasi kegiatan Sekretariat dan Bidang-bidang

serta Unit Pelaksana Teknis;

melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

melaksanakan pemberian saran dan masukan yang

perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

melaksanakan pelaporan pertanggungiawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

ob'

h.

1.

J.

k.

1.

n.
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(1)

Bagian Ketiga

Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

Pasal 5

Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika d'an

Aneka rnempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian logam dasar, fero dan non fero, mesin,

peralatan rekayasa dan rancang bangun serta tekstil,

elektronika dan aneka dan tugas pernbantuan.

Bidang Industri logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada pegawai pada lingkup Bidang Industri logam,

Mesin, Elektronika dan Aneka;

b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang

Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;

c. penyelenggaraan pen5rusuna.n dan penyempurnaan

standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas;

d. penyelenggaraan perencanaan dan program kegiatan di

Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;

e. penyelenggaraan penJrusunan dan penyempurnan

norrna, standar dan kriteria pelaksanaan tugas Bidang

Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;

f. penyelenggaraan pembinaan, iklim usaha dan

lingkungan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang

Industri [,ogam, Mesin, Elektronika dan Aneka, sesuai

ketentuan peraturan perundang*undangan dan standar

yang ditetapkan;

g. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala

Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai bidang tugas dan fungsinYa;

i. penyelenggaraan laporan dan pertanggungiawaban atas

pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai

standar yang ditetapkan.

(21
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(3) Kepala Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka

mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pernbinaan, bimbingan dan arahan

kepada pegawai di lingkungan Bidang Industri Logam,

Mesin, Elektronika dan Aneka;

b. menyelenggarakan pengelolaan data/bahan Bidang

Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;

c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan

perencanaan dan program kegiatan Bidang Industri

Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempufilaan

standar, nofina dan kriteria Bidang Industri Logam,

Mesin, Elektronika dan Aneka;

e. menyelenggarakan koordinasi pemberian lzin usaha

Industri (IUI) skala investasi diatas Rp. 1o milyar tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Industri

Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (LIMEA), sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. menyelenggarakan koordinasi penerbitan rekomendasi IUI

yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai ketentuan

peraturan perundan g-undangan ;

g. menyelenggarakan koordinasi penerbitan yzin kawasan

industri yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan penetapan Bidang Industri Logam,

Mesin, Elektronika dan Aneka prioritas Provinsi;

i. menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan penjaminan

ketersediaan infrastruktur Industri di wilayah Provinsi;

j. menyelenggarakan fasilitas pemberian perlindungan

kepastian berusaha terhadap usaha Industri Logam,

Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) lintas

Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;
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k. menyelenggarakan penyusunan rencana jangka panjang

pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan

Aneka Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

1. menyelenggarakan pelaksanaan dan promosi produk

Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka sesuai

standar yang ditetapkan;

m. menyelenggarakan fasilitas pemanfaatan dan sosialisasi

hasil penelitian, pengembangan dan penerapart teknologi

Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;

n. menyelenggarakan fasilitas dan pengawasan atas

penerapan standar Industri Logam, Mesin, Elektronika

dan Aneka (ILMEA) yang akan dikembangakan di Provinsi,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. menyelenggarakan hubungan antar lembaga dan

kerjasama bidang standardisasi Industri [,ogam, Mesin,

Elektronika dan Aneka (ILMEA) tingkat Provinsi;

p. menyelenggarakan penerapan standar kompetensi SDM

dan Aparatur Pembina Industri Logam, Mesin, Elektronika

dan Aneka (ILMEA) di Provinsi;

q. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi Diklat SDM

dan aparatur pembina Industri Logam, Mesin, Elektronika

dan Aneka (ILMEA) lintas Kabupaten/Kota, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kemitraan

antara industri kecil, menengah Industri logam, Mesin,

Elektronika dan Aneka (ILMEA) seria sektor ekonomi

lainnya lintas Kabupatenf Kota, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

s. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama

pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan

Aneka (ILMEA) melalui pola kemitraan usaha

Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

t. menyelenggarakan assosiasi Industri Logam, Mesin,

Elektronika dan Aneka (ILMEA) tingkat Provinsi, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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u. menyelenggarakan indentifikasi verifikasi dan

inventarisasi penyelenggaraan Industri [,ogam, Mesin,

Elektronika dan Aneka;

v. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi

penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal di

Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;

w. menyelenggarakan Koordinasi pen5rusunan tata ruang

provinsi industri dalam pengemba.ngan pusat-pusat

Industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan

sara.na dan prasarana untuk industri yang mengacu pada

tata ruang nasional;

x. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas desentralisasi Bidang Industri Logam,

Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA);

y. menyelenggarakan penJrusunan telaahan staf di Bidang

Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)

sebagi bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan;

z. menyelenggarakan pemberian saran dan masukan kepada

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

aa. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsi;

bb. menyelenggarakan pen)rusunan dan laporan dan

pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai

dengan standar yang ditetapkan.

(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),

Kepala Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka

dibantu :

a. Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero;

b. Seksi Industri Mesin Peralatan Rekayasa dan Rancang

Bangun;

c. Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka.
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Pasal 6

{1) Kepala Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero,

mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada

pegawai pada lingkup seksi Industri Logam Dasar Fero

dan Non Fero;

b. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data

/bahan di Bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero;

c. melaksanakan persiapan pen)rusunan perencanaan dan

program kegiatan di Bidang Logam Dasar Fero dan Non

Fero;

d. melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup

Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero;

e. rnelaksanakan penyusunan dan penyempurnaan

perumusan kebijakan teknis di bidang Logam Dasar Fero

dan Non Fero sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

f. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi

kebijakan-kebijakan perindustrian Logam Dasar Fero dan

Non Fero;

g. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan terhadap

penerapan standar industri Logarn Dasar Fero dan Non

Fero yang akan dikembangkan di Provinsi;

h. melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerjasama

bidang standardisasi industri tingkat Provinsi;

i. melaksanakan sosialisasi pengembangan Logam Dasar

Fero dan Non Fero;

j. melaksanakan persiapan identifikasi dan verifikasi atas

penyelenggaraan urusan di Bidang Logam Dasar Fero dan

Non Fero;

k. melaksanakan inventaris penyelenggaraan urusan Logam

Dasar Fero dan Non Fero;

l. melaksanakan persiapan pelaksanaan pengendalian di

bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero;
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m' melaksanakan komunikasi, informasi dan pubrikasi dalampenyelenggaraan urusi
Non Fero, sesuai r,ff'r"-rT:ff.;ffi#
undangan;

n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi rapat-rapatinternal di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero;o' meraksanakan pemberian saran masukan kepada KeparaBidang sesuai bidang tugasnya;
p' melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepara Bidangsesuai dengan tugasnya;
q. melaksanakan penJrusunan pelaporan danpertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuaistandar yang ditetapkan.

(2) Kepala seksi Industri Mesin peralatan Rekayasa dan RancangBangun, mempunyai uraian tugas :a' melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepadapegawai pada lingkup Seksi Industri Mesin peralatan
Rekayasa dan Rancang Bangun;

b. melaksanakan penJrusunan, pengumpulan danpenghimpunan data/bahan di Bidang Mesin peralatan
Rekayasa dan Rancang Bangun;

c' meraksanakan instnrksi peraksanaan tugas pada lingkup

:*L::dustri 
Mesin Peralatan Rekayasa dan Rancang

d. melaksanal<an penJrusunan, perencanan dan programkegiatan Seksi Industri Mesin peraratan Rekayasa danRancang Bangun sesuai ketentuan peratur
undangan;----..LqqIIycratuf€lrlperundang-

e' meraksanakan penJrusunan dan penyempurnaan norma,standar dan kriteria di Bidang Mesin peraratan Rekayasadan Rancang Bangun;
f. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasikebijakan-kebijakan perindustrian Mesin peralatan

Rekayasa dan Rancang Bangun;
g. melaksanakan persiapan koordinasi, analisis dandiseminasi data Bidang perindustrian 

Mesin peraratan
Rekayasa dan Rancang Bangun;
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h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaporan

pelaksanaan sistem informasi dan penyusunan potensi

usaha di sektor perindustrian mesin peralatan rekayasa

dan rancang bangun skala provinsi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

i. melaksanakan persiapan koordinasi penetapan bidang

usaha industri prioritas Provinsi, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

j. melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerjasarna

dengan instansi terkait, sesuai ketentuan peraturan

perrrndang-undangan;

k. melaksanakan persiapan pembinaan penyelenggaraall

Mesin Peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;

1. melaksanakan persiapan monitoring dan evaluasi di

bidang penyelenggaraan urusan Mesin Peralatan

Rekayasa dan Rancang Bangun;

m. melaksanakan persiapan penyusunan pengendalian

urusan di bidang mesin peralatan rekayasa dan rancang

bangun;

n. melaksanakan inventarisasi, indentifikasi dan verifikasi

atas urusan Mesin Peralatan Rekayasa dan Rancang

Bangun;

o. melaksanakan persiapan sosialisasi, komunikasi dan

konsultasi publik atas pengembangan urusan mesin

peralatan rekayasa dan rancang bangun;

p. melaksanakan persiapan penJrusunan rapat-rapat internal

di Bidang Mesin Peralatan Rekayasa dan Rancang

Bangun;

q. melaksanakan pen)rusunan dan penyempurnaan telaahan

staf di Bidang Mesin Peralatan Rekayasa dan Rancang

Bangun;

r. melaksanakan pemberian saran dan masukan kepada

Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

s. melaksanakan tugas lain yang berikan Kepala Bidang,

sesuai dengan tugasnya;
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t. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan laporan

dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya,

sesuai standar yang ditetaPkan.

(3) Kepala Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka,

mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada

pegawai pada lingkup Seksi Industri Tekstil, Elektronika

dan Aneka;

b. melaksanakan pengur,npulan, penghimpunan dan

penJrusun an datalbahan di Bidang Tekstil, Elektronika

dan Aneka;

c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program

kegiatan di Bidang Tekstil, Elektronika dan Aneka;

d. melaksanakan instruksi pelaksanan tugas pada lingkup

Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka;

e. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar,

norna, dan kriteria di Bidang Tekstil, Elektronika dan

Aneka;

f. melaksanakan persiapan penyusunarl perumusarl

kebijakan teknis di Bidang Tekstil, Elektronika dan

Aneka;

g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam

penyelenggaraan Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka

sesuai standar yang ditetaPkan;

h. melaksalakan pen]rusunan dan penyempufilaan kegiatan

di Bidang Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka;

i. melaksanakana persiapan koordinasi, analisis dan

diseminasi data iklim usaha dan lingkungan sesuai

standar yang ditetaPkan;

j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi teknis kepada

Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan pencemaran

lingkungan diakibatkan industri Tekstil, Elektronika dan

Aneka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan persiapan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan

oleh Kabupaten/Kota dalam pencegahan pencemaran
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lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

l. melaksanakan persiapan pelaksanaan pengendalian di

Bidang Tekstil, Elektronika dan Aneka;

m. melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerjasama di

Bidang Tekstil, Elektronika dan Aneka;

n. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi

terhadap kegiatan di Bidang Tekstil, Elektronika dan

Aneka;

o. melaksanakan komunikasi dan informasi atas

pelaksanaan kegiatan industri Tekstil, Elektronika dan

Aneka;

p. melaksanakan persiapan pen5rusunan rapat-rapat internal

di Bidang Tekstil, Elektronika dan Aneka;

q. melaksanakan penyusun€Ln telaahan staf di Bidang

Tekstil, Elektronika dan Aneka sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;

r. melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagran Keempat

Bidang Industri Kimia Agro Hasil Hutan

Pasal 7

(1) Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agro dan

Hasil Hutan, Kimia Hulu dan Hilir, Industri Kecil dan

Menengah.

(21 Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada pegawai pada lingkup Bidang Industri Kimia, Agro,

Hasil Hutan;
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b. penyelenggaraan penyiapan pengaturan, pembinaan, dan

pengembangan Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir,

Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan

Menengah di wilayah Provinsi;

penyelenggaraan penyiapan pen1rusunan perencanaan

pembangunan Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir,

Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan

Menengah di wilayah Provinsi;

penyelenggaraan penyiapan penyebaran dan

pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir,

Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan

Menengah di wilayah provinsi;

penyelenggaraan penyiapan pembangunan sumber daya

manusia industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, Industri

Agro, Industri Hasil Hutan dan lndustri Kecil dan

Menengah di wilayah Provinsi;

penyelenggaraan penyiapan pembangunan pusat

pendidikan dan pelatihan Industri Kimia Hulu dan Kimia

Hilir, Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri

Kecil dan Menengah di Wilayah Pusat Pertumbuhan

Industri;

penyelenggaraan penyiapan penjaminan ketersediaan dan

penyaluran sumber daya alam untuk Industri Kimia Hulu

dan Kimia Hilir, Industri Agto, Industri Hasil Hutan dan

Industri Kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah

Provinsi;

penyelenggaraan penyiapan pengembangan, peningkatan

penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi

untuk Industridi Kimia Hulu dan Kimia Hilir, Industri

Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan

Menengah wilayah Provinsi;

penyelenggaraan penyiapan pengembangan dan

pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam

pembangunan Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir,

Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan

Menengah di wilayah Provinsi;

c.

d.

e.

ob'

h.

L.
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j. penyelenggaraan penyiapan pengawasan standar produk

Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, Industri Agro,

Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di

wilayah Provinsi;

penyelenggaraan penyiapan penjaminan ketersediaan

infrastruktur Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir,

Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan

Menengah di wilayah Provinsi;

penyelenggaraan penyiapan pengelolaan sistem informasi

industri;

penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan

Industri Kecil dan Industri Menengah di wilayah Provinsi;

penyelenggaraan penyiapan penerbitan izin usaha industri

besar;

penyelenggaraan penyiapan izin perluasan usaha industri

bagi industri besar;

penyelenggaraan penyiapan penerbitan iz;rn usaha

kawasan Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, Industri

Agro dan Industri Hasil Hutan yang lokasinya lintas

daerah KabupatenlKota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

penyelenggaraarl penyiapan pemberian fasilitas dalam

rangka mempercepat pembangunan Industri Kimia Hulu

dan Kimia Hilir, Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan

Industri Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi;

penyelenggaraan penyiapan pengawasan dan

pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan

industri yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota dalam 1

(satu) daerah Provinsi;

penyelenggaraan penetapan kebijakan pernbinaan industri

yang berwawasan lingkungan dan pengau/asan

pencemaran yang diakibatkan oleh Industri Kimia Hulu

dan Kimia Hilir, Industri Ag.o, Industri Hasil Hutan dan

Industri Kecil dan Menengah;

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala

Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

k.

1.

n.

o.

p.

m.

q.

r.

t.

u.
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v. penyelenggaraan penetepan pelaporan dan pertanggung

jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada

Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH),

mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan

pengembangan Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir,

Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan

Menengah di wilayah Provinsi;

b. menyelenggarakan penJrusunan perencanaan

pembangunan Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir,

Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan

Menengah di wilayah Provinsi;

c. menyelenggarakan sosialisasi dan koordinasi penyebaran

dan Pembangunan Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir,

Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan

Menengah di wilayah Provinsi;

d. menyelenggarakan koordinasi pembangunan sumber daya

manusia Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, Industri

Ag.o, Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan

Menengah di wilayah Provinsi;

e. menyelenggarakan koordinasi pembangunan pusat

pendidikan dan pelatihan industri Kimia Hulu dan Kimia

Hilir, Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri

Kecil dan Menengah di Wilayah Pusat Pertumbuhan

Industri;

f. menyelenggarakan koordinasi penjaminan ketersediaan

dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri Kimia

Hulu dan Kirnia Hilir, Industri Agro, Industri Hasil Hutan

dan Industri Kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah

Provinsi;

g. menyelenggarakan konsultasi pengembanga.n,

peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan

pemanfaatan teknologi untuk Industridi Kimia Hulu dan

Kimia Hilir, Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan

Industri Kecil dan Menengah wilayah Provinsi;
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h. menyelenggarakan konsultasi pengembangan dan

pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam

pembangunan Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir,

Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan

Menengah di wilayah Frovinsi;

menyelenggarakan pengawasan standar produk industri

Kimia Hulu dan Kimia Hilir, Industri Agro, Industri Hasil

Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah

Provinsi;

menyelenggarakan koordinasi penjaminan ketersediaan

infrastruktur Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir,

Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan

Menengah di wilayah Provinsi;

menyelenggarakan pengelolaan sistern informasi industri;

menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan

industri kecil dan industri menengah di wilayah Provinsi;

menyelenggarakan koordinasi penerbitan inn usaha

industri besar;

menyelenggarakan koordinasi izin perluasan usaha

industri bagi industri besar;

menyelenggarakan koordinasi penerbitan izin usaha

kawasan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri

Agro dan industri Hasil Hutan yang lokasinya lintas

daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

menyelenggarakan sosialisasi pemberian fasilitas dalam

rangka mempercepat pembangunan industri Kimia Hulu

dan Kimia Hilir, Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan

Industri Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi;

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha

industri besar dan usaha kawasan industri yang lokasinya

lintas Kabupaten/Kota. dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

menyelen pen5rusunan kebijakan pembinaan

industri yang berwawasan lingkungan dan pengawasan

pencemaran yang diakibatkan oleh Industri Kimia Hulu

dan Kimia Hilir, Industri Agro, Industri Hasil Hutan dan

Industri Kecil dan Menengah;

J.

k.

1.

m.

n.

o.

p.

q.

r.
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s. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

t. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala

Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3),

Kepala Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

dibantu :

a. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;

b. Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir;

c. Seksi Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 8

(1) Kepala Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan, mempunyai

uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada

pegawai pada lingkup Seksi Industri Agro dan Hasil

Hutan;

b. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan

Industri Agro dan Industri Hasil Hutan;

c. melaksanakan penJrusunan perencanaan pembangunan

Industri Agro dan Industri Hasil Hutan;

d. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi penyebaran dan

pembangunan Industri Agro dan Industri Hasil Hutan;

e. melaksanakan koordinasi pembangunan sumber daya

manusia Industri Agro dan Industri Hasil Hutan;

f. melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan

penyaluran sumber daya alam untuk Industri Agro dan

Industri Hasil Hutan;

g. melaksanakan konsultasi pengembangan, peningkatan

penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi

untuk Industri Agro dan Industri Hasil Hutan;

h. melaksanakan konsultasi pengembangan dan

pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam

pembangunan Industri Agro dan Industri Hasil Hutan;
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i. melaksanakan pengawasan standar produk Industri Agro

dan Industri Hasil Hutan;

j. melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan

infrastruktur Industri Agro dan Industri Hasil Hutan;

k. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Industri Agro

dan Industri Hasil Hutan;

l. melaksanakan koordinasi penerbitan izin usaha industri

besar sektor Industri Agro dan Industri Hasil Hutan;

m. melaksanakan koordinasi izin perluasan usaha industri

bagi industri besar sektor Industri Agro dan Industri Hasil

Hutan;

n. melaksanakan koordinasi penerbitan tzin usaha kawasan

industri Agro dan industri Hasil Hutan yang lokasinya

lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi;

o. melaksanakan sosialisasi pemberian fasilitas dalam

rangka mempercepat pembangunan Industri Agro dan

Industri Hasil Hutan;

p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha

industri besar sektor Industri Agro dan Industri Hasil

Hutan yang lokasinya lintas KabupatenlKota dalam 1

(satu) Daerah Provinsi;

q. melaksanakan pen5rusunan kebijakan pembinaan industri
yang berwawasan lingkungan dan pengawasan

pencemar€rn yang diakibatkan oleh Industri Agro dan

Industri Hasil Hutan;

r. melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala

Bidang sesuai dengan tugasnya;

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

t. melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan

pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan

tugasnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Industi Kimia Hulu dan Hilir, mempunyai

uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada

pegawai pada lingkup Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir;
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b. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan

pengembangan industri kimia hulu dan industri kimia

hilir;

melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan

industri kimia hulu dan kimia hilir;

melaksanakan sosialisasi dan koordinasi penyebaran dan

pembangunan industri kimia hulu dan industri kimia

hilir;

e. melaksanakan koordinasi pembangunan sumber daya

manusia industri kimia hulu dan industri kimia hilir;

f. melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan

penyaluran sumber daya alam untuk industri kimia hulu

dan kimia hilir;
g. melaksanakan konsultasi pengembangan, peningkatan

penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi

untuk industri kimia hulu dan kimia hilir;

h. melaksanakan konsultasi pengemb€rngan dan

pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam

pembangunan industri kimia hulu dan industri kimia

hilir;

i. melaksanakan pengawasan standar produk industri kimia

hulu dan industri kimia hilir;

melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan

infrastruktur industri kimia hulu dan industri kimia hilir;

melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri;

melaksanakan koordinasi penerbitan izin usaha industri

besar sektor industri kimia hulu dan hilir;

melaksanakan koordinasi izin perluasan usaha industri

bagi industri besar sektor industri kimia hulu dan hilir;
melaksanakan koordinasi penerbitan izin usaha kawasan

industri kimia hulu dan kimia hilir yang lokasinya lintas

daerah kabupatenlkota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

melaksanakan sosialisasi pemberian fasilitas dalam

rangka mempercepat pembangunan industri kimia hulu

dan industri kimia hilir;

c.

d.

J.

k.

l.

m.

n.
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p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha

industri besar dan usaha kawasan industri sektor industri

kimia hulu dan hilir yang lokasinya lintas kabupaten/kota,

dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

q. melaksanakan pen5rusunan kebijakan pembinaan industri

yang berwawasan lingkungan dan pengawasan pencemaran

yang diakibatkan oleh industri kimia hulu dan kimia hilir;
r. melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala

Bidang sesuai dengan tugasnya;

s. melaksanakan tugas tain yang diberikan Kepala Bidang

sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

t. melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan pelaporan

dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai

dengan standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah mempunyai uraian

tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada

pegawai pada lingkup Seksi Industri Kecil dan Menengah;

b. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan

industri kecil dan menengah;

c. melaksanakan pen5rusun€rn dan penyempurnaan

perencanaan dan anggarErn kegiatan di bidang industri kecil

dan menengah;

d. melaksanakan persiapan penerapan standar kompetensi

SDM Industri Kecil dan Menengah dan aparahrr pembina

Industri kecil dan menengah, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. melaksanakan persiapan bimbingan teknis peningkatan

SDM Industri kecil dan menengah dan aparatur pengelola

industri kecil dan menengah sesuai standar yang

ditetapkan;

f. melaksanakan penJrusunan perencanaan pembangunan

industri kecil dan menengah;

g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyebaran dan

pembangunan industri kecil dan menengah;

h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan

sumber daya manusia industri kecil dan menengah;
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i. melaksanakan koordinasi pembangunan pusat pendidikan

dan pelatihan industri kecil dan menengah di wilayah pusat

Pertumbuhan Industri;
j. melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan

penyaluran sumber daya alam untuk industri kecil dan
menengah dalam negeri;

k. melaksanakan fasilitasi pengembarlgan, peningkatan

penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi
untuk industri kecil dan menengah;

1. melaksanakan konsultasi pengembangan dan pemanfaatan

kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan

industri kecil dan menengah;

m. melaksanakan pengawasan standar produk industri kecil
dan menengah;

n. melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan

infrastruktur industri kecil dan menengah;

o. melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri kecil
dan menengah;

p. melaksanakan sosialisasi pemberian f,asilitas dalam rangka
mempercepat pembangunan industri kecil dan menengah;

q. melaksanakan persiapan pembinaan asosiasi dan sosialisasi

industri kecil dan menengah;

r. melaksanakan pen]rusunan dan penyempurnaan telaahan
staf di Bidang Industri Kecil dan Menengah, sebagai bahan
masukan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;

s. melaksanakan pen]rusunan kebijakan pembinaan industri
yang berwarvasan lingkungan dan pengawasan pencemaran

yang diakibatkan oleh industri kecil dan menengah;

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai bidang tugas dan fungsinya;

u. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepara Dinas
sesuai bidang tugas dan fungsinya.
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Bagian Kelima

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 9

(1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di Bidang Informasi, Kebijakan dan pengawasan

Perdagangan, Pendaftaran Perusahaan, pembinaan pelaku

usaha dan wajib Daftar Perusahaan, pengendalian Barang

Pokok, Barang Penting, Informasi Pasar dan promosi.

(2) Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada pegawai pada lingkup Bidang perdagangan Dalam

Negeri;

b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang

Perdagangan Dalam Negeri;

c. penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan
program kegiatan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

d. penyelenggaraan pen5rusunan dan penyempurnaan norma,

standar dan kriteria pelaksanaan tugas di Bidang

Perdagangan Dalam Negeri;

e. penyelenggaraan pembinaan perdagangan Dalam Negeri,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan

standar yang ditetapkan;

f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

g. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

h. penyelengggaraan pen)rusunan pelaporan dan
pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai

standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai uraian
tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada pegawai pada lingkup Bidang Perdagangan Dalam

Negeri;
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b.

c.

d.

menyelenggaraan pengolahan dan pengkajian datalbahan
di Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas pada

lingkup Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan

dan program kegiatan di Bidang perdagangan Dalam

Negeri;

menyelenggarakan pen5rusunan dan penyempurnaan

standar dan kriteria di Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam
pemberian izin usaha Perdagangan Dalam Negeri, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi
pengawasan perdagangan jasa bisnis, jasa distribusi dan
jasa lainnya di wilayah Provinsi;

menyelenggarakan fasilitasi perdagangan bisnis, jasa

distribusi dan lainnya di wilayah Provinsi;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta fasilitasi
pemberian izin perdagangan barang kategori dalam
pengawasan skala Provinsi;

menyelenggarakan, pengendalian, penyajian informasi
hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan, sesuai

ketentuan peraturan dan perundang*undangan;

menyelenggarakan persiapan penetapan kebijakan di
Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

menyelenggarakan koordinasi dukungan kegiatan

Perdagangan Dalam Negeri di wilayah perbatasan,

pedalaman, terpencil dan pulau terluar, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan
pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagarlgan

dan persetujuan penyelenggaraan sara.na penunjang

Perdagangan;

menyelenggarakan pembinaan pengendalian, monitoring

dan evaluasi kegiatan kelembagaan usaha, pendaftaran

perusahaan, barang pokok, barang penting dan harga;

e.

J.

k.

1.

g
b'

h.

m.

n.
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o. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, monitoring

dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi

Dalam Negeri;

p. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, verilikasi

dan klari{ikasi dalam penyelenggaraan perdagangan

Dalam Negeri;

q. menyelenggarakan sosialisasi, informasi dan publikasi

penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri;

r. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan dan penanganan

penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan
peraturan perundang -undangan;

s. menyelenggarakan upaya pengembangan pemberdayaan

motivator dan mediator yang berkaitan dengan Informasi

kebijakan di Bidang Perdagangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

t. menyelenggarakan hubungan antar lembaga dan

kerjasama dengan instasi terkait dalam penyelenggaraan

Perdagangan Dalam Negeri;

u. menyelenggarakan pemantauan atas implementasi

penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri;

v. menyelenggarakan konsultasi dalam penyelenggaraan

Perdagangan Dalam Negeri;

w. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian ppNS

Wajib Daftar Perusaahan (WDP) dan PPNS Perdagangan

sesuai standar yang ditetapkan;

x. menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan

eksternal dalam penyelenggaraan Perdagangan Dalam

Negeri;

y. menyelenggarakan pen5rusunan dan penyempurnaan

telaahan staf di Bidang Perdagangan Dalam Negeri

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan;

z. menyelenggarakan pemberian saran masukan kepada

Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya;

aa. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya;
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bb. menyelenggarakan penyempunlaan pelaporan dan
pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai

standar yang ditetapkan.

(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat {3),

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di bantu :

a. Seksi Informasi, Kebijakan dan Pengawasan Perdagangan;

b. Seksi Pengendalian Barang Pokok, Harga dan Promosi;

c. Seksi Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 1O

(1) Kepala Seksi Informasi, Kebijakan dan Pengawasan

Perdagangan mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada

pegawai dalam lingkup Seksi Informasi, Kebijakan dan

Pengawasan Perdagangan ;

b. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan

data/bahan di Bidang Pengawasan Perdagangan;

c. melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan dan

program kegiatan di Bidang Informasi, Kebijakan dan

Pengawasan Perdagangan;

d. melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan, norrna,

standar dan kriteria di Bidang penyelenggaraan

pengawasan perdagangan ;

e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam

penyelenggaraan pengawasan di Bidang perdagangan;

f. melaksanakan persiapan penetapan kebijakan dalam

penyelenggaraan pengawasan di Bidang Perdagangan;

g. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan

informasi, kebijakan dan pengawasan perdagangan;

h. melaksanakan fasilitasi pelayanan dan penang€rnan

penyelesaian sengketa pengawasan perdagangan, sesuai

ketentuan peraturan perundang - undangan;

i. melaksanakan pembinaan dalam pemberdayaan motivator

dan mediator di Bidang Pengawasan Perdagangan;
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j. melaksanakan persiapan pengendalian penyelenggaraan

pengelolaan pengawasan di Bidang Perdagangan;

k. melaksanakan inventarisasi, identilikasi, verifikasi dan
klarifikasi dalam penyelenggaraan di Bidang perdagangan;

1. melaksanakan persiapan sosialisasi dan publikasi atas

pengembangan penyelenggaraan pengawasan di Bidang

Perdagangan;

m. melaksanakan konsultasi dan komunikasi yang berkaitan

dengan informasi kebiiakan dan pengawasan

perdagangan;

n. melaksanakan persiapan pembinaan dan pemberdayaan

tenaga/petugas pengawas di Bidang Perdagangan, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. melaksanakan persiapan pemantauan, monitoring dan

evaluasi di Bidang Pengawasan Perdagangan;

p. melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerjasarna

dengan instansi terkait skala Provinsi dalam

penyelenggaraarr pengawasan di Bidang Perdagangan

sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

q. melaksanakan persiapan pen1rusunan analisa dan

pengkqiian atas analisa dan pengkajian atas implementasi

penyelenggaraa.n pengawasan di Bidang Perdagangan;

r. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan penyidik

Pegawai Negeri Sipil terhadap pengawasarl di Bidang

Perdagangan skala Provinsi sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan;

s. melaksanakan fasilitasi pengawasan di bidang

perdagangan serta Penegakan Hukum Skala provinsi

sesuai peraturan perundang-undangan;

t. melaksanakan fasilitasi persiapan rapat-rapat internal di
Bidang Perdagangan;

u. melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan telaahan

staf di Bidang Perdagangan;

v. melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala

Bidang sesuai dengan tugasnya;
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w. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan tugasnya;

melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan laporan

dan pertanggungjawaban atas pelaksaan tugasnya sesuai

standar yang ditetapkan;

x.

(2) Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok, Harga dan promosi

mempunyai uraian tugas :

melaksanakan pembinaan bimbingan dan arahan kepada

pegawai pada lingkup Seksi Pengendalian Barang Pokok,

Barang Penting, Harga dan Promosi;

melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan
pengolahan data/bahan di Bidang penyelenggaraan

pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan

promosi;

melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas di Bidang

pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan
promosi;

melaksanakan pen)rusunan perencanaan dan program

kegiatan di Bidang pengendalian barang pokok, barang

penting, harga dan promosi;

melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan norrna,

standar dan kriteria dalam penyelengaraan pengendalian

barang pokok, barang penting, harga dan promosi;

melaksanakan persiapan penerapan kebijakan di Bidang

penyelenggaraan pengendalian barang pokok, barang

penting, harga dan promosi;

melaksanakan persiapan pembinaan dan koordinasi

dalam penyelenggaraan urusan pengendalian barang

pokok, barang penting, harga dan promosi;

melasanakan persiapan pelaksanaan pengendalian dalam

penyelengaraan. urusan pengendalian barang pokok,

barang penting, harga dan promosi di Bidang

Perdagangan;

melaksanakan pembinaan dan pengendalian barang

pokok, barang penting, harga dan promosi di Bidang

Perdagangan di Wilayah Provinsi, sesuai ketentuan

peraturan perundang - undangan;

a.

b.

d.

e.

f.

ob'

h.

1.
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J.

k.

t.

m.

n.

o.

p.

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring dan

evaluasi di Bidang Pembenan lzin Perdagangan Barang

Kategori dalam Pengawasan Skala Provinsi, sesuai

ketentuan peraturan perundang - undangan;

melaksanakan koordinasi dan pengendalian, penyqiian

informasi hasil penyelenggaraan WDP skala Provinsi

sesuai ketentuan perundang - undangan;

melaksanakan koordinasi pembinaan, pengendalian

barang pokok, barang penting, harga dan promosi di

wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau

terluar di Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang

- undangan;

melaksanakan penyelengaraan, kegiatan informasi

teknologi pasar dan stabilisasi harga di Provinsi, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

melaksanakan persiapan analisa dan pengkajian dalam

penyelenggaraan pengendalian barang pokok, barang

penting, harga dan promosi;

melaksanakan konsultasi dan komunikasi dalam

penyelenggaraan pengendalian barang pokok, barang

penting, harga dan promosi;

melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan klarifikasi

dalam penyelenggaraan pengendalian barang pokok,

barang penting, harga dan promosi;

melaksanakan hubungan antar lembaga, kerjasama dan

kemitraan dengan instansi terkait yang berkaitan dengan

pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan

promosu

r. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan

pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan

promosi;

melaksanakan persiapan publikasi dan harga;

melaksanakan fasilitasi pelaksanaarl rapat-rapat internal

dibidang pengendalian barang pokok, barang penting,

harga dan promosi;

q.

s.

t.
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u. melaksanakan bimbingan teknis tokakarya dan seminar
yang berkaitan dengan pengendalian barang pokok,
barang penting, harga dan promosi;

v. melaksanakan penJrusunan dan penyempurna€Ln telahaan
staf yang berkaitan dengan pengendalian barang pokok,

barang penting, harga dan promosi;

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepara Bidang
sesuai dengan tugasnya;

x. melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan

pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksaanaan

tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala seksi Kelembagaan usaha dan pendaftaran

Perusahaan mempunyai uraian tugas :

a- melaksanakan pembinaan bimbingan dan arahan kepada

pegawai pada lingkup Seksi Kelembagaan Usaha dan
Pendaftaran Perusahaan ;

b. melaksanakan pengumpulan, perhimpunan dan
pengolahan data/bahan di Bidang Kelembagaan usaha,
Pendaftaran Perusahaan, pembinaan pelaku usaha dan
Wajib Daftar Perusahaan;

c. melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas di Bidang
Kelembagaan usaha, Pendaftaran perusahaan, pembinaan

Pelaku Usaha dan Wajib Daftar perusahaan;

d. melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan
perencanaan dan program kegiatan dalam
penyelenggaraan urusan Kelembagaan Usaha,

Pendaftaran Perusahaan, pembinaan pelaku usaha dan
Wajib Daftar Perusahaan;

e. melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan nomna,

standar dan kriteria di Bidang Kelembagaan usaha,
Pendaftaran Perusahaan, pembinaan pelaku usaha dan
Wajib Daftar Perusahaan;

f, melaksanakan persiapan penerapan kebijakan di Bidang
Kelembagaan Usaha, Pendaftaran perusahaan, pembinaan

Pelaku Usaha dan Wajib Daftar perusahaan;
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h.

(,
b'

1-

melaksanakan pembinaan fasilitasi dan koordinasi dalam

penyelenggaraan pemberian izin Kelembagaan Usaha dan

Pendaftaran Perusahaan di Bidang Perindustrian dan

Perdagangan;

melaksanakan persiapan pelaksanaan dan pengendalian,

pengawasan, penyelenggaraan wajib daftar perusahaan

skala Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha yang

berkaitan dengan kebijakan di Bidang Perdagangan;

melaksanakan persiapan penyqjian informasi dan

publikasi di Bidang penyelenggaraan urusan Kelembagaan

Usaha, Pendaftaran Perusahaan, Pembinaan Pelaku

Usaha dan Wajib Daftar Perusahaan;

melaksanakan, monitoring, pemantauan dan evaluasi

peningkatan kelembagaan usaha dan pendaftaran

perusahaan skala Provinsi;

melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP

skala Provinsi;

melaksanakan persiapan hubungan antar lembaga,

kedasama dan kemitraan dengan instansi terkait dalam

penyelenggaraan pembinaan pelaku usaha dan wajib

daftar perusahaan;

melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan klarifikasi

dalam penyelenggaraan urusan kelembagaan usaha,

pendaftaran perusahaan, pembinaan pelaku usaha dan

wajib daftar perusahaan;

melaksanakan konsultasi dan komunikasi dalam

penyelenggaraan kelembagaan usaha, pendaftaran

perusahaan, pembinaan pelaku usaha dan wajib daftar

perusahaan;

melaksanakan persiapan analisis dan pengkajian

pengembangan kelembagaan usaha, pendaftaran

perusahaan, pembinaan pelaku usaha dan wajib daftar

perusahaan;

J.

k.

m.

n.

p.
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q.

r.

s.

t.

melaksanaan fasilitas dan koordinasi dalam pelayanan

pemberian rekomendasi pendaftaran perusahaan, sesuai

standar yang ditetapkan;

melaksanakan persiapan analisis dan pengkajian

pengembangan kelembagaan usaha dan pendaftaran

perusahaan;

melaksanakan fasilitas dan koordinasi dalam pelayanan

pemberian rekomendasi pendaftaran perusahaan, sesuai

standar yang ditetapkan;

melaksanakan persiapan bimbingan teknis dalam

pengembangan kelembagaan usaha dan pendaftaran

perusahaan, di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

u. melaksanakan persiapan pembinaan terhadap

kelembagaan usaha dan pendaftaran usaha;

v. melaksanakan persiapan seminar dan lokarya dalam

pengembangan kelembagaan usaha dan pendaftaran

perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

melaksanakan f,asilitasi persiapan rapat-rapat internal di

Bidang Penyelenggaraan Kelembagaan Perusahaan dan

Pendaftaran Perusahaan ;

melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan telaahan

staf dibidang kelembagaan usaha dan pendaftaran

perusahaan, sebagai bahan pertirnbangan dalam

pengambilan kebij akan ;

melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala

Bidang, sesuai dengan tugasnya;

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,

sesuai dengan tugasnya;

aa. melaksanakan pen1rusunan dan penyempurnaan

pelaporan dan pertanggungfawaban atas pelaksanaan

tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

w.

v.
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(1)

Bagian Keenam

Bidang Perdagangan Luar Negeri

Pasal 1l

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan di Bidang Ekspor, Impor, Pengembangan

Perdagangan I nternasional.

Bidang Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi yang meliputi ketatausahaaan, kepegawaian,

organisasi, tata laksana, tata persuratan, arsip,

dokumentasi, perlengkapan, kerumahtanggaan dan

barang milik Negara, Perencanaan, Program, anggaran,

administrasi keuangan, perbendaharaan dan honorer,

akuntansi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perdagangan

Luar Negeri;

b. penyelenggaraan penerbitan Rule Of Original (ROO),

pengembangan dan pengawasan barang ekspor asal

Indonesia, pengaturan dan penga\Masan serta penerbitan

angka pengenal impor, f,asilitasi perdagangan dan

pembinaan pelaku usaha perdagangan;

c. penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaku usaha

perdagangan di Bidang produk bahan olah komoditi

ekspor yang dikendalikan mutunya dalam rangka

pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar

produk ekspor dari KabupatenlKota Provinsi Sumatera

Utara;

d. penyelenggaraan pembinaan, pendidikan dan pelatihan

dibidang ekspor dan impor terhadap pelaku usaha di

Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara;

e. penyelenggaraan pembinaan kepada pelaku eksportir di

Sumatera Utara melalui, promosi dagang dan misi dagang

serta diversifikasi produk dan diversifikasi pasar ekspor

sekala internasional, nasional dan regional /lokal;

{2}
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f. penyelenggaraa.n tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara;

g. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungiawaban atas

pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai

standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai uraian

tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan dan urusan administrasi,

pengembangan, kesejahteraan, disiplin pegawai,

organisasi, ketatalaksanaan Bidang Perdagangan Luar

Negeri;

b. menyelenggarakan urusan pengadaan, penyimpanan dan

pendistribusian perlengkapan, tata persuratan, kearsipan,

dokumentasi serta rumah tangga Bidang Perdagangan

Luar Negeri;

c. menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara Bidang

Perdagangan Luar Negeri;

d. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunEln rencana

dan program, serta review program perdagangan luar

negeri;

e. menyelen koordinasi dan penJrusunan, reviu

serta revisi rencana anggaran kegiatan perdagangan luar

negeri;

f. menyelenggarakan koordinasi dan pemantauan

pelaksanaan program dan kerja sama di lingkungan

perdagangan luar negeri;

g. menyelenggarakan urusan perbendaharaan dan

pembantu bendahara, honorer, taia usaha keuangan

perdagangan luar negeri;

h. menyelenggarakan urusan akuntansi perdagangan luar

negeri;

i. menyelenggarakan pembinaan perdagangan luar negeri

sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

j. menyelen Promosi dagang melalui pameran

dagang internasional, nasional dan regionalllokal serta

misi dagang bagi produk unggulan ekspor yang ada di

Kabupate n / Kota, Provinsi Sumatera U t ara;
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m.

rr.

k.

l.

q.

l.

t.

u.

v.

menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor

skala nasional (lintas daerah provinsi);

menyelenggarakan layanan Penerbitan, Pengaturan,

Pembinaan serta Pengawasan Rule Of Original

(ROO/COO/ SKA) Asal Barang Indonesia;

menyelenggarakan layanan fasilitasi verifikasi Surat

Keterangan Asal (SKA) untuk barang ekspor Indonesia;

menyelenggarakan layanan Penerbitan, Pengaturan,

Pembinaan serta Pengawasan Angka Pengenal Impor (API)

di Provinsi Sumatera Utara;

menyelenggarakan layanan Penerbitan, Pengaturan,

Pembinaan serta Pengawasan surat izin usaha

perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan

rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor;

menyelenggarakan layanan penerbitan, pengaturan,

pembinaan serta pengawasan surat win usaha

perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar,

pemeriksaan sarana distribusi, pengemasan, pelabelan

bahan berbahaya di Provinsi Sumatera Utara;

menyelenggarakan telaahan hukum dan peraturan

perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri;

menyelenggarakan pembuatan fasilitasi pelayanan publik

serta layanan informasi publik tentang data dan dokumen

serta produk ekspor dan impor Sumatera Utara;

menyelenggarakan Rekrutmen dan seleksi pelaku UKM

ekspor untuk pelatihan dan promosi produk ekspor;

menyelenggarakan penyusunan dokumen pendidikan,

pelatihan dan promosi dagang internasional, nasional dan

regional/lokal;

menyelenggarakan dan penyusunan kriteria Produk

Unggulan dan orientasi ekspor Sumatera Utara;

menyelenggarakan publikasi produk unggulan dan

orientasi ekspor melalui media online, cetak dan

elektronik;

menyelenggarakan identifikasi produk unggulan ekspor

dan orientasi ekspor di KabupatenlKota' Provinsi

Sumatera Utara;

o.

p.

w.
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x. menyelenggarakan Layanan Sistem Informasi Penerbitan

SIUP-MB, API, E-SKA, SIUP bahan berbahaya pengecer

terdaftar serta sarana distribusi bahan berbahya;

y. menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi,

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan

informasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program

dan kegiatan perdagangan luar negeri;

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {21 dan ayat (3},

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dibantu :

a. Seksi Ekspor;

b. Seksi Import;

c. Seksi Pengembangan Perdagangan Internasional.

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Ekspor mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada

pegawai pada lingkup seksi ekspor;

b. melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan

pengolahan bahan I data di Bidang Ekspor;

c. melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas dalam

penyelenggaraan ekspor;

d. melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan

perencanaan dan program kegiatan di Bidang

Penyelenggaraan Urusan Ekspor;

e. melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan norma,

standar dan kriteria di Bidang Ekspor;

f. melaksanakan persiapan penetapan perumusan kebijakan

bidang ekspor;

g. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan

Bidang Ekspor Hasil Pertanian, Industri dan

Pertambangan Skala Provinsi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

h. melaksanakan fasilitasi monitoring dan evaluasi

pelaksanaan di Bidang Ekspor;
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i. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,

sosialisasi, dan monitoring evaluasi, dalam pemberdayaan

dan pengendalian penerapan standar ekspor hasil

pertanian, industri dan pertambangan;

j. melaksanakan penilaian persiapan dan pemberian

sertilikasi kemantapan usaha-usaha ekspor hasil

pertanian, industri dan pertambangan, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan fasilitasi dan pemberian kebijakan

penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran

asal barang sesuai standar yang ditetapkan;

t. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ekspor hasil

pertanian, industri dan pertambangan;

m. melaksanakan pemeriksaan Surat Keterangan AsaI {SKA),

sesuai standar yang ditetapkan;

n. melaksanakan fasilitasi penjelasan penggunaan formulir

SKA yang diterbitkan berdasarkan jenis SKA;

o. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, klarifikasi

penyelenggaraan ekspor hasil pertanian, industri dan

pertambangan;

p. melaksanakan analisis dan pengkajian dalam

penyelenggaraan ekspor hasil pertanian, industri dan

pertambangan;

q. melaksanakan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan

peningkatan ekspor hasil pertanian, industri dan

pertambangan;

r. melaksanakan komunikasi, dan publikasi dalam

menyelenggarakan ekspor, hasil pertanian, industri dan

pertambangan;

s. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam

penyelenggaraan pengelolaan bidang ekspor hasil

pertanian, industri dan pertambangan;

t. melaksanakan hubungan antar lembaga, kerjasama dan

kernitraan dalam pengembangan peningkatan ekspor hasil

pertanian, industri dan pertambangan;
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u. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan lokakarya dan

seminar dalam pengembangan dan peningkatan ekspor

hasil pertanian, industri dan pertambangan;

v. melaksanakan fasilitasi penyediaan informasi potensi

ekspor daerah;

w. melaksanakan penyediaan bahan penetapan kesepakatan

dalam sidang komoditi internasional sesuai ketentuan

peraturan perundang - undangan;

x. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan atas

pelaksanaan kesepakatan skala provinsi, sesuai

ketentuan peraturan perundang * undangan;

y. melaksanakan fasilitasi verifikasi atas penyelenggaraa,n

ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan;

z. melaksanakan persiapan pengendalian atas

penyelenggaraan ekspor hasil pertanian, industri dan

pertambangan;

aa. melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan telahaan

staf di Bidang Ekspor sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan;

bb. melaksanakan fasilitasi penyelenggaran rapat-rapat

internal di Bidang Ekspor;

(2) Kepala Seksi Import mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada

pegawai pada lingkup seksi impor barang modal, bahan

baku dan konsumsi;

b. melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan

bahan/data dalam penyelenggaraan impor barang modal,

bahan baku dan konsumsi;

c. melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan dan

program kegiatan di Bidang Impor;

d. melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan standar,

norma dan kriteria di Bidang Impor;

e. melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitisai

dalam penyelenggaraan pengelolaan impor barang modal,

bahan baku dan konsumsi, sesuai standar yang

ditetapkan;
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h.

melaksanakan persiapan penyempurnaan dalam

penetapan kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Impor

Barang Modal, Bahan Baku dan Konsumsi, sesuai

ketentuan peraturan perundang - undangan;

melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan Angka

Pengenal Impor (API) bagi perusahaan pemohon;

melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi

dalam penyelenggaraan impor barang modal bahan dan

konsumsi;

melaksanakan persiapan penyelenggaraan pengendalian

di Bidang Impor, Barang Modal, Bahan Baku dan

Konsumsi sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan;

melaksanakan persiapan penyelenggaraan sosialisasi di

Bidang Impor;

melaksanakan persiapan penilaian atas penyelenggaraan

impor barang modal bahan baku dan konsumsi;

melaksanakan fasilitasi pemberian sertifikasi atas

pemantapan usaha * usaha impor barang modal, bahan

baku dan konsumsi;

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap

pengusaha dalam pelaksanaan perdagangan di bidang

kemampuan di Bidang Manqjemen Perdagangan Luar

Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap

kewirausahaan dan penerapan mata dagangan impor

barang modal, bahan baku dan konsltmen, sesuai standar

yang ditetapkan;

melaksanakan kegiatan informasi dan publikasi atas

penyelenggaraan impor barang modal, bahan baku dan

konsumsi;

melaksanakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan

klarilikasi atas penyelenggaran impor barang modal,

bahan baku dan konsumsi;

melaksanakan konsultasi dan komunikasi dalam

penyelenggaraan impor barang modal, bahan baku dan

konsumsi;

1.

j.

k.

1.

m.

n.

o.

p.

q.
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r. melaksanakan bimbingan teknis dalam upaya

pengenabangan penyelenggaran impor barang modal,

bahan baku dan konsumsi;

s. melaksanakan kegiatan lokakarya dan seminar dalam

penyelenggaraan peningkatan impor barang modal, bahan

baku dan konsumsi;

t. melaksanakan persiapan hubungan antar lembaga,

kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaran impor

barang modal, bahan baku dan konsumsi;

u. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat - rapat

internal di Bidang Impor Barang Modal, Bahan Baku dan

Konsumsi;

v. melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan telahaan

staf di Bidang Impor Barang Modal, Bahan Baku dan

Konsumsi, sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebij akan ;

w. melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala

Bidang, sesuai bidang tugasnya;

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan tugasnya;

y. melaksanakan penJrusunan dan penyempufiraan

pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan

tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan;

z. melaksanakan layanan Penerbitan, Pengaturan,

Pembinaan serta Pengawasan Surat lzin Usaha

Perdagangan Minuman Beralkohol toko bebas bea dan

Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor;

aa. melaksanakan layanan Penerbitan, Pengaturan,

Pembinaan serta Pengawasan Surat lzile Usaha

Perdagangan Bahan Berbahaya pengecer terdaftar,

pemeriksaan sarana diskibusi, pengemasan, pelabelan

bahan berbahaya di Provinsi Sumatera Utara.

(3) Kepala Seksi Pengemba.ngan Perdagangan Internasional

mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada

pegawai pada lingkup seksi perdagangan internasional;
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b.

c.

d.

e.

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan

bahanldata dalam penyelengg€rraan Bidang

Pengembangan Perdagangan Internasional;

melaksanakan penyLrsunan dan penyempurnaan dan

program kegiatan di Bidang Pengembangan Perdagangan

Internasional;

melaksanakan pen5rusunan dan penyempurraan standar,

norrna dan kriteria dalam pelaksanaan perdagangan

internasional;

melaksanakan sosialisasi, dan pembinaan, pemberdayaan

perdagangan internasional sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

melaksanakan fasilitasi, pemantauan, monitoring dan

evaluasi penyelenggaraan perdagangan internasional;

melaksanakan penilaian dan sertilikasi badan usaha

dalam pengembangan perdagangan internasional, sesuai

ketentuan perundang-undangan ;

melaksanakan fasilitasi persiapan penerapan kebijakan di

Bidang Pengemballgan Perdagangan Internasional;

melaksanakan persiapan pelaksanaan pengendalian

dalam penyelenggaraan perdagangan internasional;

melaksanakan hubungan antar lembaga ke{asarna dan

kemitraan di Bidang Pengembangan Perdagangan

Internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan;

melaksanakan persiapan pengembangan dan penguatan

di Bidang Pengembangan Perdagangan Internasional;

1. melaksanakan pembinaan dan koordinasi

penyelenggaraan informasi dan publikasi di Bidang

Pengembangan Perdagangan Internasional;

melaksanakan konsultasi koordinasi dan komunikasi

dalam penyelenggaraan perdagangan internasional;

melaksanakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan

klarilikasi dalam penyelenggaraan perdagangan

internasional;

melaksanakan persiapan penerbitan rekomendasi dalam

penyelenggaraan perdagangan internasional;

c,b'

h.

1.

J.

k.

m.

n.
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p. melaksanakan persiapan analisis dan pengkajian dalam

penyelenggaraan perdagangan internasional;

q. melaksanakan fasilitas penyelenggaraan perdagangan

internasional dan kemitraan terhadap KabupatenfKota,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

r. melaksanakan fasilitas penyelenggaraan rapat--rapat

internal di Bidang Pengembangan Perdagangan

Internasional;

s. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan

penyelenggaraan perdagangan internasional;

t. melaksanakan lokakarya dan seminar dalam

pengembangan pelaksanaan perdagangan internasional;

u. melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan telahaan

staf di Bidang Pengembangall Perdagangan Internasional

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan;

v. melaksanakan pemberian masukan saran masukan

kepada Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya;

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,

sesuai dengan tugasnya;

x. melaksanakan perr5rusunan dan penyempurnaa!

pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan

tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;

y. melaksanakan Promosi Dagang melalui pameran Dagang

Internasional, Nasional dan Lokal serta Misi Dagang bagr

Produk Ekspor Unggulan Daerah di Bidang

Pengembangan Perdagangan Internasional;

z. melaksanakan kampanye pencitraan produk ekspor

unggulan secara Nasional di Bidang Pengembangan

Perdagangan Internasional ;

aa. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan

perdagangan internasional di Bidang Pengembangan

Perdagangan Internasional;

bb. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan

pengembangan perdagangan ekspor;

cc. melaksanakan pelatihan ekspor di Bidang Pengembzrngan

Perdagangan Internasional;
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dd. melaksanakan fasilitasi informasi peluang pasar

/perdagangan interrrasional di Bidang Pengembangan

Perdagangan Internasional;

ee. melaksanakan pengembangan sarana/prasana dan

penguatan kelembagaan pengembangan perdagangan

internasional di Bidang Pengembangan Perdagangan

Internasional.

Bagian Ketujuh

UPT Perlindungan Konsumen Medan

Pasal 13

(1) Unit Pelaksana Teknis Periindungan Konsumen Medan

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang

Ketatausahaan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang

Beredar/Jasa dan Pengelolaan Standar berupa kalibrasi,

verifikasi, interkomparasi dan fasilitasi pengujian mutu

barang;

(2) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Medan

menyelenggarakan fungsi:

penyelenggaraan perencanaan dan progxam kerja;

penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi

umum baik internal maupun eksternal;

penyelenggaraan tugas ketatausahaan;

penyelenggaraan bimbingan, arahan, dan penegakan

disiplin kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis;

e. penyelenggaraan penyusunan konsep kegiatan

perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan

jasa serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha

dalam rangka pelayanan masyarakat;

f. penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan jasa

dan perlindungan konsumen serta pemberdayaan

konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan

masyarakat;

a.

b.

c.

d.
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g. penyelenggaraan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang

dan Jasa {PPBI} terhadap pengawasan barang beredar dan

jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Perlindungan Konsumen TPPNS-PK) terhadap

penegakan hukum perlindungan konsumen sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. penyelenggaraan fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) di KabupatenlKota sesuai ketentuan

peraturan perundang * undangan;

j. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan dinas pada

ruang lingkup perlindungan konsumen;

k. penyelenggaraErrr urusan dinas pada ruang lingkup

pengawasan barang beredar dan jasa, perlindungan

konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku

usaha;

l. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan dan penanganrln

penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

m. penyelenggaraan monitoring dan pelaporan program kerja;

n. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Medan,

mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan administrasi

umum baik internal maupun eksternal;

b. menyelenggarakan tugas ketatausahaan pengolahan dan

penyajian data/bahan dalam perlindungan konsumen dan

pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kerjanya;

c. menyelen bimbingan, arahan, dan penegakan

disiplin kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis;

d. menyelenggarakan pen5rusunan konsep kegiatan

perlindungan konsu.rnen, pengawasan barang beredar dan

jasa serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha

dalam rangka pelayanan masyarakat;
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e. menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan jasa

dan perlindungan konsumen serta pemberdayaan

konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan

masyarakat;

f. menyelenggarakan pemberdayaan petugas Pengawas

Barang dan Jasa (PPB.I) terhadap pengawasan barang

beredar dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. menyelenggarakan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap

penegakan hukum perlindungan konsumen sesuai

ketentuan peraturarl perundang-undangan;

h. menyelenggarakan penyelenggaraan fasilitasi Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten/

Kota sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

i. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan urusan dinas

pada ruang lingkup perlindungan konsumen;

j. menyelenggarakan urusan dinas pada ruang lingkup

pengawasan barang beredar dan jasa, perlindungan

konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku

usaha;

k. rnenyelenggarakan fasilitasi pelayanan dan pena.nganan

penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

1. menyelenggarakan monitoring dan pelaporan program

kerja;

m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3),

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen

Medan dibantu :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

c. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.
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Pasal 14

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum

baik internal maupun eksternal;

b. melaksanakan tugas ketatausahaan pengolahan dan

penya,jian data/bahan dalam perlindungan konsumen dan

pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kerja;

c. melaksanakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin

kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;

d. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata

Usaha;

e. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria

pelaksanaan ketatausahaan ;

f. melaksanakan penyusunan perenc€rnaan dan program

kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

g. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan

dan pendistribusian surat-surat naskah dinas;

h. melaksanaka.n pengolahan data dan informasi;

i. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;

j. melaksanakan urusan perbendaharaan;

k. melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak

bergerak;

l. melaksanakan urusan rumah tangga, kenyamanan,

keamanan dan ketertiban kantor;

m. melaksanakan pengkoordinasian pen)rusunan program dan

laporan;

n. melaksanakan Pembuatan Daftar Usulan Penetapan Angka

Kredit (DUPAK) Fungsional;

o. melaksanakan pen5rusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;

p. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit

Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas;

q. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungiawaban

atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksana

Teknis;
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r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Unit Pelaksana Teknis.

{2) Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa,

mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pen5ruslrnarl program kerja Seksi

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

b. melaksanakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin

kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengawasan Barang

Beredar dan Jasa;

c. melaksanakan pengawasan, pengamatan, pencatatan,

pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket) pada

ruang lingkup Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

d. melaksanakan kegiatan pengawasan/pengendalian,

monitoring, dan evaluasi aspek pengawasan barang beredar

dan jasa;

e. melaksanakan pengawasan teknis lintas sektoral dalam

rangka penyelidikan terhadap pelaku usaha dalam

memproduksi, mengemas, menyimpan dan menjual secara

langsung produk yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang - undangan;

f. melaksanakan penyidikan terhadap hasil penyelidikan;

g. melaksanakan publikasi hasil pengawasan, hasil temuan,

hasil pengujian, analisis pengujian terhadap pengawasan

barang beredar dan jasa;

h. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit

Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas;

i. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan

pertanggungiawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada

Kepala Unit Pelaksana Teknis;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(3) Kepala Seksi Pengelolaan Standar mempuyai uraian tugas :

a. melaksanakan pen5rusunan program kerja Seksi

Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha;
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b. melaksanakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin

kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemberdayaan

Konsumen dan Pelaku Usaha;

c. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan

data/bahan di Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku

Usaha;

d. melaksanakan persiapan kegiatan penyelesaian sengketa

konsumen;

e. melaksanakan persiapan bahan-bahan keterangan

/pelaporan perlindungan konsumen KabupatenfKota dan

instansi terkait;

f. melaksanakan penyampaian informasi kepada konsumen

dan pelaku usaha;

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

(LPKSM);

h. metaksanakan fasilitasi terhadap Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK);

i. melaksanakan fasilitasi pelayanan pengaduan konsumen

dan memberikan informasi terkait Perlindungan Konsumen

sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

j. melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal di Unit

Pelaksana Teknis;

k. melaksanakan hubungan antar lembaga dan ke{a sarna

dengan instansi lintas sektor diwilayah keda Unit

Pelaksana Teknis;

1. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit

Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas;

m. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggung

jawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Unit

Pelaksana Teknis;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Unit Pelaksana Teknis.
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Bagran Kedelapan

UPT Perlindungan Konsumen Siantar

Pasal 15

(1) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Siantar

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang pada ruang lingkup ketatausahaan,

perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa

serta pemberdayaar konsumen dan pelaku usaha ;

(2) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Siantar

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan monitoring dan pelaporan program kerja;

b. penyelenggaraan perencanaan dan program kerja;

c. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi umum

baik internal maupun eksternal;

d. penyelenggaraan tugas ketatausahaan;

e. penyelenggaraan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin

kepada pegawai Unit Pelaksa.na Teknis;

f. penyelenggaraan pen5rusunan konsep kegiatan perlindungan

konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta

pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka

pelayanan masyarakat;

g. penyelenggaraan penga\Masan barang beredar dan jasa dan

perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan

pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat;

h. penyelenggaraan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang

dan Jasa (ppbj) terhadap pengawasan barang beredar dan

jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. penyelenggaraan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap

penegakan hukum perlindungan konsumen sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. penyelenggaraan fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen TBPSK) di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan

peraturan perundang - undangan;
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k. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan Dinas pada

ruang lingkup perlindungan konsumen;

1. penyelenggaraan urusan dinas pada ruang lingkup

pengawasan barang beredar dan jasa, perlindungan

konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku

usaha;

m. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan dan penanganan

penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

n.penyelenggaraan penyelenggaraan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas.

{3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen

Siantar, mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan administrasi

umum baik internal maupun eksternal;

b. menyelenggarakan tugas ketatausahaan pengolahan dan

penyajian data/bahan dalam perlindungan konsumen dan

pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kerjanya;

c. menyelen bimbingan, arahan, dan penegakan

disiplin kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis;

d. menyelenggarakan pen5rusunan konsep kegiatan

perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan

jasa serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha

dalam rangka pelayanan masyarakat;

e. menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan jasa

dan perlindungan konsumen serta pemberdayaan

konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan

masyarakat;

f. menyelenggarakan pemberdayaan Petugas Pengawas

Barang Dan Jasa (PPB.J) terhadap pengawasan barang

beredar dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. menyelenggarakan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Perlindungan Konsumen {PPNS-PK} terhadap

penegakan hukum perlindungan konsumen sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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h. menyelenggarakan fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) di Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan

peraturan perundang - undangan;

i. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan urusan dinas

pada ruang lingkup perlindungan konsumen;

j. menyelen urusan dinas pada ruang lingkup

penga\Mas€rn barang beredar dan jasa, perlindungan

konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku

usaha;

k. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan dan penanganan

penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

1. menyelenggarakan monitoring dan pelaporan progra.m

kerja;

m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3),

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Siantar

dibantu :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

c. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.

Pasal 16

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum

baik internal maupun eksternal;

b. melaksanakan tugas ketatausahaan pengolahan dan

penyajian datalbahan dalam perlindungan konsumen dan

pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kerja;

c. melaksanakan bimbingan, arahan dan penegakan disiplin

kepada pegawai di lingkup Sub Bagian Tata Usaha;

d. melaksanakan pengumpulan data.lbahan dan referensi

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagran Tata

Usaha;
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e. melaksanakan penJrusuna.n standar, norrna dan kriteria

pelaksanaan ketatausahaan ;

f. melaksanakan pen)rusunan perencanaan dan program

kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan

dan pendistribusian surat-surat naskah dinas;

h. melaksanakan pengolahan data dan informasi;

i. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;

j. melaksanakan urusan perbendaharaarl;

k. melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak

bergerak;

1. melaksanakan urusan rumah tangga, kenyamanan,

keamanan dan ketertiban kantor;

m. melaksanakan pengkoordinasian pen5rusunan program dan

laporan;

n. melaksanakan Pembuatan Daftar Usulan Penetapan Angka

Kredit (DUPAK) Fungsional;

o. melaksanakan pen5rusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambitan kebijakan;

p. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit

Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas;

q. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungiawaban

atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksana

Teknis;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(2) Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, mempunyai

uraian tugas :

a. melaksanakan Pen5rusunan Program Kerja Seksi

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

b. melaksanakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin

kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengawasan Barang

Beredar dan Jasa;

c. melaksanakan pengawasan, pengamatan, pencatatan,

pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket) pada

ruang lingkup Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
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d. melaksanakan kegiatan pengawasan/pengendalian,

monitoring dan evaluasi aspek pengawasan barang beredar

dan jasa;

e. melaksanakan pengawasan teknis lintas sektoral dalam

rangka penyelidikan terhadap pelaku usaha dalam

memproduksi, mengemas, menyimp€rn dan menjual secara

langsung produk yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang - undangan;

f. melaksanakan penyidikan terhadap hasil penyelidikan;

g. melaksanakan publikasi hasil pengawasan, hasil temuan,

hasil pengujian, analisis pengujian terhadap pengawasan

barang beredar dan jasa;

h. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit

Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas;

i. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungfawaban

atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksana

Teknis;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(3) Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha

mempuyai uraian ttrgas :

a. melaksanakan Pen5rusunan Program Kerja Seksi

Pemberd.ayaan Konsumen dan Pelaku Usaha;

b. melaksanakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin

kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemberdayaan

Konsumen dan Pelaku Usaha;

c. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan

data,/bahan di Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku

Usaha;

d. melaksanakan persiapan kegiatan penyelesaian sengketa

konsumen;

e. melaksanakan persiapan bahan-bahan keterangan

/pelaporan perlindungan konsumen Kabupaten/Kota dan

instansi terkait;

f. melaksanakan penyampaian informasi kepada konsumen

dan pelaku usaha;
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g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan
Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat

(LPKSM);

h. melaksanakan fasilitasi terhadap Badan penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) ;

i. melaksanakan fasilitasi pelayanan pengaduan konsumen

dan memberikan informasi terkait perlindungan Konsumen

sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
j. melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal di Unit

Pelaksana Teknis;

k. melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerja sama

dengan instansi lintas sektor di wilayah kerja unit pelaksana

Teknis;

1. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit
Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas;

m. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungiawaban

atas pelaksa.naan kegiatan kepada Kepala unit pelaksana

Teknis;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kesembilan

UPT Perlindungan Konsumen Kisaran

Pasal 17

(1) unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kisaran
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

telaris penunjang pada ruang lingkup ketatausahaan,
perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa

serta pemberdaya€Ln konsumen dan pelaku usaha.
(2) unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kisaran

menyelen fungsi:

a. penyelenggaraan perenc€rnaan dan program kerja;
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b. penyelenggaraan pengelolaan perayanan administrasi umum
baik internal maupun eksternal;

c. penyelenggaraan tugas ketatausahaan;

d. penyelenggaraan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin
kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis;

e. penyelenggaraan pen]rusunan konsep kegiatan perlindungan
konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta
pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka
pelayanan masyarakat;

f. penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan jasa dan
perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan
pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat;

g. pemberdayaan petugas Pengawas Barang dan Jasa (ppBJ)

terhadap pengawasan barang beredar dan jasa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri sipil perlindungan

Konsumen (PPNS-PK) terhadap penegakan hukum
perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

i. penyelenggaraan fasilitasi Badan penyelesaian sengketa
Konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan
peraturan perundang - undangan;

b. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urus€rn dinas pada

ruang lingkup perlindungan konsumen;

c. penyelenggaraan urusan dinas pada ruang lingkup
pengawasan barang beredar dan jasa, perlindungan konsumen
serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;

d. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan dan penanganan
penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. penyelenggaraan monitoring dan pelaporan program ke{a;
f. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.
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(3) Kepata Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kisaran,

mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan administrasi umum

baik internal maupurr eksternal;

b. menyelenggarakan tugas ketatausahaan pengolahan dan

penyajian datalbahan dalam perlindungan konsumen dan

pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kerjanya;

c. menyelenggarakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin
kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis;

d. menyelenggarakan pen1rusunan konsep kegiatan perlindungan

konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta

pemberdayaarl konsumen dan pelaku usaha dalam rangka

pelayanan masyarakat;

e. menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan jasa dan

perlindungan konsumen serta pemberdayaafi konsumen dan

pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat;

f. menyelenggarakan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang

dan Jasa (PPBJ) terhadap pengawasan barang beredar dan
jasa sesuai ketentuan peratura"n perundang-undangan;

g. menyelen pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap penegakan

hukum perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

h. menyelenggarakan penyelenggaraan fasilitasi Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota

sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

i. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan urusan dinas pada

ruang lingkup perlindungan konsumen;

j. menyelenggarakan urusan dinas pada ruang lingkup
pengawasan barang beredar dan jasa, perlindungan konsumen

serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;

k. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan dan perlanganan

penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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l. menyelenggarakan monitoring dan pelaporan program kerja;

m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

(4) untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (S), Kepala Unit
Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kisaran dibantu :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

c. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.

Pasal 18

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum baik
internal mauplrn eksternal;

b. melaksanakan tugas ketatausahaan pengolahan dan penyqiian

data/bahan dalam perlindungan konsumen dan pengawasan

barang beredar dan jasa di wilayah kerja;

c. melaksanakan bimbingan, arahan dan penegakan disiplin
kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;

d. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk
kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

e. melaksanakan pen]rusunan standar, norma dan kriteria
pelaksanaan ketatausahaan ;

f. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program

kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerima^an dan
pendistribusian surat-surat naskah dinas;

h. melaksanakan pengolahan data dan informasi;

i. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
j. melaksanakan urusan perbendaharaan;

k. melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak
bergerak;

1. melaksanakan urusan rumah tangga, kenyamanan, keamanan

dan ketertiban kantor;
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m. melaksanakan pengkoordinasian pen5rusunan program dan

laporan;

n. melaksanakan pembuatan Daftar Usulan Penetapan Angka

Ikedit (DUPAK) Fungsional;

o. melaksanakan penJrusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan kebij akanl

p. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit

Pelaksana ?eknis sesuai dengan tugas;

q.melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksana

Teknis;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Unit Pelaksana Teknis.

(2) Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, mempunyai

uraian tugas :

a. melaksanakan pen5rusunan Program Kerja Seksi Pengawasan

Barang Beredar dan Jasa;

b. melaksanakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin

kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengawasan Barang

Beredar dan Jasa;

c. melaksanakan pengawasan, pengamatan, pencatatan,

pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket) pada

ruang lingkup Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

d. melaksanakan kegiatan pengawasanlpengendalian, monitoring,

dan evaluasi aspek pengawasan barang beredar dan jasa;

e. melaksanakan pengawasan teknis lintas sektoral dalam rangka

penyelidikan terhadap pelaku usaha dalam memproduksi,

mengemas, menyimpan dan menjual secara langsung produk

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

f. melaksanakan penyidikan terhadap hasil penyelidikan;

g. melaksanakan publikasi hasil pengawasan, hasil temuan, hasil

pengujian, analisis pengujian terhadap pengawasan barang

beredar dan jasa;

h. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit

Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas;
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i. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala unit pelaksana

Teknis;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Unit Pelaksana Teknis.

(3) Kepala seksi Pemberdaya€Ln Konsumen dan pelaku usaha
mempuyai uraian tugas :

a. melaksanakan Pen5rusunan Program Kerja seksi pemberdayaan

Konsumen dan Pelaku Usaha;

b. melaksanakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin
kepada pegawai pada lingkup seksi pemberdayaan Konsumen
dan Pelaku Usaha;

c. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data/bahan di
Seksi Pemberdayaan Konsumen dan pelaku Usaha;

d. melaksanakan persiapan kegiatan penyelesaian sengketa

konsumen;

e. melaksanakan persiapan bahan-bahan keterangan/pelaporan
perlindungan konsumen Kabupate n / Kota dan instansi terkait;

f. melaksanakan penyampaian informasi kepada konsumen dan
pelaku usaha;

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data
Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BpsK) dan Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LpKSM);

h. melaksanakan fasilitasi terhadap Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK);

i. melaksanakan fasilitasi pelayanan pengaduan konsumen dan
memberikan informasi terkait perlindungan konsumen sesuai
ketentuan peraturan perundang - undangan;

j. melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal di Unit Pelaksana

Teknis;

k. melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerja sama dengan

instansi lintas sektor diwitayah kerja unit pelaksana Teknis;
l. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala unit

Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas;
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m. melaksanaka.n evaluasi, pelaporan dan pertanggungiawaban

atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksana

Teknis;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kesepuluh

UPT Perlindungan Konsumen Sibolga

Pasal 19

(1) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Sibolga

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

pada ruarlg lingkup ketatausahaan, perlindungan konsumen,

pengawasan barang beredar dan jasa serta pemberdayaan

konsumen dan pelaku usaha;

(2) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Sibolga

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan dan program kerja;

b. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi umum

baik internal maupun eksternal;

c. penyelenggaraan tugas ketatausahaan;

d. penyelenggaraan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin

kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis;

e. penyelenggaraan pen5rusunan konsep kegiatan perlindungan

konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta

pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka

pelayanan masyarakat;

f. penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan jasa dan

perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan

pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat;

g. pemberdayaan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ)

terhadap pengawasan barang beredar dan jasa sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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h. pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan

Konsumen (PPNS-PK) terhadap penegakan hukum

perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

i. penyelenggaraan fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) di KabupatenlKota sesuai ketentuan

peraturan perundang - undangan;

j. penyelenggaraan f,asilitasi pelaksanaan urusan dinas pada

ruang lingkup perlindungan konsumen;

k. penyelenggaraan urusan dinas pada ruang lingkup

pengawasan barang beredar dan jasa, perlindungan konsumen

serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;

1. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan dan penanganan

penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

m. penyelenggaraan monitoring dan pelaporan program kerja;

n. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

{3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Sibolga

mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan administrasi umum

baik internal maupun eksternal;

b. menyelenggarakan tugas ketatausahaan pengolahan dan

penyajian data/bahan dalam perlindungan konsumen dan

pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kerjanya;

c. menyelenggarakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin

kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis;

d. menyelenggaraktm penyusunan konsep kegiatan perlindungan

konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta

pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka

pelayanan masyarakat;

e. menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan jasa dan

perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan

pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat;
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f. menyelenggarakan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang

dan Jasa (PPBJ) terhadap pengawasan barang beredar dan

jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menyelenggarakan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap penegakan

hukum perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

h. menyelenggarakan fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan

peraturan perundang - undangan;

i. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan urusan dinas pada

ruang lingkup perlindungan konsumen;

j. menyelen urusan dinas pada ruang lingkup

pengawasan barang beredar dan jasa, perlindungan konsumen

serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;

k. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan dan penanganan

penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

l. menyelenggarakan monitoring dan pelaporan program kerja;

m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2l1, dan ayat (3), Kepala Unit

Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Sibolga dibantu :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

c. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.

Pasal 20

(1) Kepa1a Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umllm baik

internal maupun eksternal;

b. melaksanakan tugas ketatausahaan pengolahan dan penyajian

data/bahan dalam perlindungan konsumen dan pengawasan

barang beredar dan jasa di wilayah kerja;
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c. melaksanakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin
kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;

d. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk
kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagran Tata Usaha;

e. melaksanakan pen]rusunan standar, noffna dan kriteria
pelaksanaan ketatausahaan;

f. melaksanakan penjrusunan perencanaan dan program

kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan dan
pendistribusian surat-surat naskah dinas;

h. melaksanakan pengolahan data dan informasi;

i. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
j. melaksanakan urusan perbendaharaan;

k. melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak
bergerak;

l. melaksanakan urusan rumah tangga, kenyamanan, keamanan

dan ketertiban kantor;

m. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan
laporan;

n. melaksanakan Pembuatan Daftar usulan penetapan Angka

Kredit (DUPAK) Fungsional;

o. melaksanakan pen]rusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;

p. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepara unit
Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas;

q. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala unit pelaksana

Teknis;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Unit Pelaksana Teknis.

{2} Kepala seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, mempunyai
uraian tugas :

a. melaksanakan pen]rusunan program kerja Seksi pengawasan

Barang Beredar dan Jasa;
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b. melaksanakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin
kepada pegawai pada lingkup seksi pengawasan Barang

Beredar dan Jasa;

c. melaksanakan pengawasan, pengamatan, pencatatan,

pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket) pada

ruang lingkup Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

d. melaksanakan kegiatan pengawasan/pengendalian, monitoring,

dan evaluasi aspek pengawasan barang beredar dan jasa;

e. melaksanakan pengawasan teknis lintas sektoral dalam rangka

penyelidikan terhadap pelaku usaha dalam memproduksi,

mengemas, menyimpan dan menjual secara langsung produk

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan

yang berlaku;

f. melaksanakan penyidikan terhadap hasil penyelidikan;

g. melaksanakan publikasi hasil pengawasan, hasil temuan, hasil
pengujian, analisis pengujian terhadap pengawasan barang

beredar dan jasa;

h. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit
Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas;

i. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungiawaban

atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Unit pelaksana

Teknis;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Unit Pelaks€Lna ?eknis.

(3) Kepala seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku usaha
mempuyai uraian tugas :

a. melaksanakan penjrusunan program kerja seksi Pemberdayaan

Konsumen dan Pelaku Usaha;

b. melaksanakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin
kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemberdayaan Konsumen

dan Pelaku Usaha;

c. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data/bahan di
Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha;

d. melaksanakan persiapan kegiatan penyelesaian sengketa

konsumen;



75

e. melaksanakan persiapan bahan-bahan keterangan/pelaporan
perlindungan konsumen Kabupate n / Kota dan instansi terkait;

f. melaksanakan penyampaian informasi kepada konsumen dan
pelaku usaha;

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data
Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BpsK) dan Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LpKSM);

h. melaksanakan fasilitasi terhadap Badan penyelesaian sengketa
Konsumen (BPSK);

i. melaksanakan flasilitasi pelayanan pengaduan konsumen dan
memberikan informasi terkait Perlindungan Konsumen sesuai

ketentuan peraturan perundang - undangan;
j. melaksanakan fasilitasi rapat - rapat internal di Unit Pelaksana

Teknis;

k. melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerja sama dengan

instansi lintas sektor diwilayah kerja unit pelaksana Teknis;
1. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala unit

Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas;

m.melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungiawaban

atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala unit pelaksana

Teknis;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kesebelas

UPT Pengujian dan Sertilikasi Mutu Barang Medan

Pasal 21

(1) unit Pelaksana Teknis Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang
Medan TPSMB Medan) mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang dibidang pengujian mutu barang yang

meliputi pengambilan contoh, pengujian contoh, kalibrasi,
sertifikasi, pengelolaan dan pengembangan laboratorium,
pengendalian mutu barang dan penyediaan informasi di Bidang
Mutu Barang;
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(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang Medan menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan penyediaan pelayanan jasa teknis pengujian

mutu barang kepada masyarakat dengan lingkup jasa;

pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu;

b. penyelenggaraan standar teknis pengelolaan kegiatan lembaga

penilaian kesesuaian di Unit Pelaksana Teknis;

c. penyelenggaraan penyediaan informasi dan publikasi di Bidang

Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang;

d. penyelenggaraan pemantauan, pengujian dan verifikasi mutu

produk yang beredar di masyarakat;

e. penyelenggaraan koordinasi, kerja sarna, pemasar€Ln,

pengembangan dan penerapan teknologi informasi untuk

meningkatkan pelayanan di Bidang Standar dan Pengendalian

Mutu Barang;

f. penyelenggaraan pengujian, sertifikasi dan penerbitan Surat

Keterangan Asal (SKA) untuk komoditi tembakau;

g. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian mutu

tembakau, hasil olahannya dan sarananya;

h. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan dan rumah

tangga Unit Pelaksana Teknis;

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang Medan, mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan bimbingan, arahan, dan persiapan

penegakan disiplin pada lingkup Unit Pelaksana Teknis;

b. menyelenggarakan perencanaan dan pen5rusunan program

kegiatan Unit Pelaksana Teknis;

c. menyelenggarakan pengelolaan operasional pelayanan publik

di Unit Pelaksana Teknis;

d. menyelenggarakan penerapan dan pengelolaan standar

kompetensi laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi;

e. menyelenggarakan penerapa.n dan pengelolaan standar

operasional lembaga sertifikasi produk;

f. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh

uji;
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g. menyelenggarakan pelaksanaan pengujian contoh uji dan

menerbitkan sertifikat hasil uji;
h. menyelenggarakan pelaksanaan kalibrasi dan menerbitkan

sertifikat hasil kalibrasi;

i. menyelenggarakan kegiatan pelayanan sertifikasi produk dan

penerbitan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI;

j. menyelen pemantauan, pengqiian dan verifikasi mutu

komoditas unggulan daerah;

k. menyelenggarakan pemantauan, pengujian dan verifikasi mutu

produk yang diberlakukan SNI secara wajib;

1. menyelenggarakan pemantauan, pengujian dan verifikasi mutu

tembakau;

m. menyelenggarakan penerbitan Surat Keterangan Asal komoditi

tembakau;

n. menyelenggarakan penyediaan informasi publik terkait mutu

komoditas unggulan daerah;

o. menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan

instansi/lembaga/asosiasi di bidang standar dan pengendalian

mutu barang;

p. menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan ruang

lingkup akreditasi Unit Pelaksana Teknis PSMB Medan untuk
meningkatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan

potensi daerah;

q. menyelenggarakan perencanaan dan peningkatan kapasitas

lembaga di Bidang Mutu;

r. menyelenggarakan perencanaan dan peningkatan kompetensi

sumber daya manusia di Bidang Mutu;

s. menyelenggarakan audit internal dan kaji ulang manajemen

lembaga penilaian kesesuaian di Unit Pelaksana Teknis;

t. menyelenggarakan kerja sa.rna, pemasaran dan penerapan

teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik;

u. menyelenggarakan survey kepuasan pelanggan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik;

v. menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, administrasi

keuangan dan administrasi kepegawaian, sesuai dengan

ketentuan dan standar yang ditetapkan;
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w. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan pengujian dan sertifikasi dan mutu barang, sesuai

ketentuan dan standar yang ditetapkan;

x. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional, sesuai

standar yang ditetapkan;

y. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

;..,. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

(4) untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3), Kepala Unit
Pelaksana Teknis Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang Medan

dibantu :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pengujian dan Serti{ikasi;

c. Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 22

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada

pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;

b. melaksanakan pengkoordinasian, pen]rusunan, evaluasi dan

laporan program kegiatan Unit Pelaksana Teknis;

c. melaksanakan pengelolaan keuangan, retribusi dan

inventarisasi aset Unit Pelaksana Teknis;

d. melaksanakan pengelolalan rumah tangga, keamanan,

perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan

kantor dan laboratorium;

e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, perjalanan dinas,

surat men5rurat, peraturan perundang-undangan, kearsipan,

dan dokumentasi;

f. melaksanakan perencanaan dan penyiapan bahan pemasaran,

kerja sama usaha, pelayanan pelanggan, survey kepuasan

pelanggan dan pengembangan pasar;
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g. melaksanakan perencanaan dan penyiapan bahan

pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi

informasi dan perpustakaan;

h. melaksanakan alternqte penandatanganan Sertifikat Mutu;

i. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

komoditi tembakau;

j. melaksanakan alternate penandatanganan Surat Keterangan

Asal (SKA) Tembakau;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Unit Pelaksana Teknis;

1. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit

Pelaksana Teknis sesuai bidang tugasnya;

m. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungiawaban

atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit Pelaksana

Teknis sesuai standar yang ditetapkan;

(2) Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi, mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada

lingkup Seksi Pengujian dan Sertifikasi;

b. melaksanakan pen5rusunan dan perencanaan program

kegiatan Seksi Pengujian dan Sertilikasi;

c. melaksanakan penerapan dan pengelolaan standar kompetensi

laboratorium penguji;

d. melaksanakan penerapa"n dan pengelolaan standar operasional

lembaga sertifikasi produk;

e. melaksanakan kegiatan pengambilan contoh, pengujian mutu

dan sertilikasi mutu;

f. rnelaksanakan kegiatan sertilikasi produk;

g. melaksanakan evaluasi hasil pengujian;

h. melaksanakan pengembangan., pemantauan dan pengujian

mutu tembakau;

i. melaksanakan verifikasi konsep Sertilikat Hasil Uji;

j. melaksanakan verifikasi konsep Sertilikat Produk Penggunaan

Tanda SNI;

k. melaksanakan alternate penandatanganan Sertifikat Hasil Uji;

1. melaksanakan atternate penandatanganan Sertifikat Produk

Penggunaan Tanda SNI;
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m. melaksanakan alternate penandatanganan Surat Keterangan

Asal (SKA) Tembakau;

n. melaksanakan pengujian dan verifikasi mutu barang yang

beredar di masyarakat;

o. melaksanakan penyedian dokumen acuan standar

laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi mutu barang;

p. melaksanakan perencanaan dan pengembangan kapasitas

laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi mutu barang;

q. rnelaksanakan perencanaan dan peningkatan kompetensi SDM

laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi mutu barang;

r. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi teknis di Bidang Teknis

Laboratorium Pengujian Dan Sertilikasi Mutu Barang;

s. melaksanakan kegiatan uji prolisiensi dan uji banding;

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit

Pelaksana Teknis sesuai tugasnya;

u. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit

Pelaksana Teknis sesuai bidang tugasnya;

v. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan fugasnya kepada Kepala Unit Pelaksana

Teknis sesuai standar yang ditetapkan;

(3) Kepala Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu, mempunyai uraian

tugas :

a. melaksanakan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada

lingkup Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu;

b. melaksanakan pen5rusunan dan perencanaan program

kegiatan Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu;

c, melaksanakan penerapall dan pengelolaan standar kompetensi

laboratorium kalibrasi;

d. melaksanakan kalibrasi ilrniah dan industri baik secara insitu

maupun eksitu;

e. melaksanakan alternate penandatanganan Sertilikat Hasil

Kalibrasi;

f. melaksanakan verilikasi konsep Sertifikat Hasil Kalibrasi;

g. melaksanakan uji banding antar personil dan antar

laboratorium kalibrasi ;
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h. melaksanakan penyediaan dokumen acuan standar

pelaksanaan kalibrasi;

i. melaksanakan perencanaan dan pengembangan kapasitas

laboratorium kalibrasi ;

j. melaksanakan perencanaan dan peningkatan kompetensi SDM

laboratorium kalibrasi;

k. melaksanakan uji petik dalam rangka pemantauan mutu

produk yang telah diberlakukan SNI wajib;

1. melaksanakan uji petik dalam rangka pemantauan mutu

komoditas unggulan daerah;

m. melaksanakan penyediaan informasi publik terkait mutu

komoditas unggulan daerah;

n. melaksanakan pelayanan konsultasi pelanggan/ masyarakat,

bimbingan teknik dan pelatihan teknik di bidang kalibrasi dan

standar mutu;

o. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi teknis di Bidang Teknis

Laboratorium Kalibrasi Dan Standar Mutu Barang;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit

Pelaksana Teknis sesuai tugasnya;

q. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit

Pelaksana Teknis sesuai bidang tugasnya;

r. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungiawaban

atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit Pelaksana

Teknis sesuai standar yang ditetapkan;

Bagian Ketigabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

(1) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera

Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang

mempu.nyai tugas membantu dan melaksanaT<an sebagian tugas

dan fungsi Dinas Provinsi sesuai dengan keahlian masing-masing;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundan g-undangan ;
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(1)

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {21

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam rnelaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala

Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik

intern maupun antar Satuan Keqa/Unit Organisasi lainnya sesuai

tugas dan mekanisme yang ditetapkan;

Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan

terhadap bawahannya masing-masing;

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas

karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala

Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya

karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang

telah memenuhi persyaratan untuk rnelaksanakan tugas

Sekretaris;

Apabila Kepala Bidang berhalangan dalam melaksanakan

tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Dinas menghunjuk pejabat

yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas

Kepala Bidang;

(6) Apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan dalam

melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian

Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(7) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi

berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal,

Kepala Unit Pelaksana Teknis menghunjuk pejabat yang telah

memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Sub

Bagran Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi;

(21

(3)

(4)

(5)
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(S) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, dalam hal

berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat

dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat

setingkat di bawahnya yang dapat bertanggungiawab, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendali.an surat menyurat

maka :

a. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus

melalui paraf koordinasi Asisten Sekretaris dan Sekretaris

Daerah;

b. Surat Dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas, harus

melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian /Kepala. Seksi, Kepala

Balail Sekretaris dan Kepala Bidang-

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2Ol7 tentang T\rgas, Fungsi, Uraian

T\rgas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLT

Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



84

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund€ulgan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanegal 16 Juli 2018

PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EKO SUBOWO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA T/TARA TAHUN 2AL8 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

NrP.19690421 199003 2 003

PELAKSANA,

APRILL{-H SIREGAR


